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TENTANG
PENANGGUNG JAWAB STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan
Agung Republik lndonesia, Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni perlu mengembangkan
sistem manajemen manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta
meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM maka setiap penyelenggaraan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni
tentang Penanggung Jawab Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk
Bintuni.

a. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
lndonesta Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik
lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Reputrlik
lndonesia Nomor 1't Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik
lndonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia;

d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 202'l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 20'10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
lndonesia (Lembaran Negara lndonesia Tahun 20't 6 Nomor 65);

e. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi:

f. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Llngkungan
lnstansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

h. Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor. PER006|NJNO712017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor 1 Tahun
202'l tentang Peraturan Kejaksaan Republik lndonesia Nomor: PER006|NJAIO7l2O17
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia;

i. Peraturan Kejaksaan Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2020 lentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik lndonesia Tahua 2Q2O-2024.
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